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Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dari tindakan penyimpangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, menggabungkan studi literatur, wawancara, dan observasi langsung. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum perlindungan terhadap tenaga medis, implementasi pengawasan oleh LSM sering menimbulkan penyimpangan seperti tindakan tanpa izin dan penyebaran informasi tidak terverifikasi, yang dapat merugikan dokter secara psikologis maupun profesional. Diskusi menyoroti perlunya regulasi tegas mengenai batas kewenangan LSM dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta berbasiskan bukti. Kesimpulan menyatakan bahwa perlindungan hukum dan sistem pengawasan yang seimbang sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi dokter. Rekomendasi meliputi penyusunan regulasi yang memperjelas peran dan kewenangan LSM serta peningkatan kolaborasi multi-sektor demi terciptanya sistem pengawasan yang adil, transparan, dan berkeadilan.


A B S T R A C T
This study aims to analyze the legal protection of doctors against misconduct by Non-Governmental Organizations (NGOs) in monitoring healthcare services at Dr. H. Ibnu Sutowo Regional General Hospital (RSUD) Baturaja. The method used is empirical juridical legal research with a descriptive-analytical approach, combining literature studies, interviews, and direct observation. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data came from legislation and scholarly literature. The findings indicate that although Law Number 17 of 2023 provides a legal basis for the protection of medical personnel, the implementation of monitoring by NGOs often leads to irregularities such as unauthorized actions and the dissemination of unverified information, which may harm doctors both psychologically and professionally. The discussion highlights the need for firm regulations regarding the limits of NGO authority and a fair dispute resolution mechanism based on evidence. The conclusion states that legal protection and a balanced monitoring system are crucial to maintaining the professionalism and independence of doctors. The recommendations include drafting regulations that clarify the roles and powers of NGOs and enhancing multi-sector collaboration to create a just, transparent, and equitable monitoring system.

PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Negara berkewajiban memastikan bahwa pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, profesionalisme, serta menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk dokter dan pasien.
Dokter sebagai tenaga medis memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka dituntut untuk menjalankan tugas berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit dokter menghadapi tantangan berat ketika tindakan medis mereka dipermasalahkan secara hukum, meskipun telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini menunjukkan bahwa profesi dokter sangat rentan terhadap sorotan publik dan tekanan hukum yang dapat memengaruhi integritas dan profesionalisme mereka.
Salah satu tantangan yang kini kerap muncul berasal dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi pelayanan kesehatan. Secara prinsip, LSM memiliki peran penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat dan melakukan kontrol sosial terhadap institusi publik. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan LSM dinilai telah melampaui kewenangannya karena praktik pengawasan yang tidak terkendali meliputi tindakan tanpa izin, penyebaran informasi tidak terverifikasi, dan pelaporan kepada pihak berwenang tanpa dukungan bukti medis atau legal yang kuat. Fenomena semacam ini telah diobservasi dalam penelitian hukum yang menunjukkan bahwa pengawasan LSM kerap dilakukan tanpa prosedur yang baku dan akuntabel, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan meruntuhkan kredibilitas institusi yang diawasi.[footnoteRef:1] Pendekatan yang tidak proporsional ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi hak pasien, dapat mengakibatkan pencemaran nama baik dan kerugian bagi tenaga medis terutama dokter sehingga menimbulkan dilema hukum dan etika antara perlindungan pasien dan keadilan profesi medis.
Kasus di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja pada Februari 2023 menjadi contoh nyata dinamika ini. Seorang pasien yang telah dipulangkan sesuai prosedur karena kondisi membaik, kemudian ditemukan dalam keadaan lemah di rumahnya dan dianggap sebagai korban penelantaran oleh LSM. Meskipun pihak rumah sakit telah bertindak sesuai SOP, LSM membawa isu ini ke ranah publik dan legislatif, menyebabkan tekanan psikologis bagi dokter. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara pengawasan masyarakat sipil dan kewenangan profesional medis yang belum memiliki batas hukum yang jelas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi dokter tersedia ketika mereka menghadapi tuduhan dari pihak eksternal, khususnya LSM. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memang menyediakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam Pasal 310, tetapi tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan terhadap intervensi dari LSM. Dengan kata lain, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan ketentuan yang spesifik terkait batasan atau prosedur hukum yang harus diikuti oleh pihak eksternal ketika mengajukan tuntutan terhadap tenaga medis.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan hukum dalam perlindungan terhadap dokter dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh organisasi non-negara. Padahal, perlindungan hukum tidak hanya penting untuk menjamin rasa aman bagi dokter dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kepastian hukum yang memadai, maka risiko kriminalisasi profesi medis bisa terjadi, dan hal ini dapat menurunkan motivasi serta moral dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. kekhawatiran terhadap tuntutan hukum menyebabkan sebagian dokter mengalami stres berat, mempertimbangkan pensiun dini, dan bahkan menghindari kasus-kasus medis berisiko tinggi, sehingga berdampak pada keseluruhan kualitas pelayanan medis.[footnoteRef:2]
Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana dokter dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar perlindungan hukum dalam menghadapi tindakan LSM yang dinilai berlebihan atau tanpa dasar. Penelitian ini juga akan membahas mekanisme hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh dokter dalam membela diri serta bagaimana posisi hukum profesi medis dapat diperkuat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang diwakili oleh LSM. Dengan demikian, akan terwujud keseimbangan antara hak atas pelayanan kesehatan yang baik dan perlindungan terhadap martabat serta profesionalisme dokter.

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan melihat kenyataan sosial yang berkaitan dengan penerapan norma hukum yang berlaku. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.[footnoteRef:3] Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diimplementasikan dan dirasakan dalam praktik, terutama dalam konteks hubungan antara dokter dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di lingkungan pelayanan kesehatan.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu yang sedang diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data secara menyeluruh dan cermat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap dokter dalam menghadapi tindakan LSM, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hasil Dan Pembahasan 
Perlindungan Hukum terhadap Dokter dari Tindakan Penyimpangan LSM dalam Pengawasan Pelayanan Kesehatan
Dokter sebagai ujung tombak pelayanan medis membutuhkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugas tanpa ancaman tuntutan hukum yang tidak berdasar. Salah satu aspek krusial adalah pengawasan from Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang meskipun bertujuan membela pasien, sering melampaui kewenangan dan merugikan tenaga medis serta institusi rumah sakit.
Di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, praktik pengawasan semacam ini jamak terjadi. Bentuk penyimpangannya mencakup penyebaran informasi belum diverifikasi, tekanan terhadap keputusan medis, dan bahkan pelaporan publik yang memicu keresahan tenaga medis. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi dokter agar mereka dapat bekerja sesuai standar tanpa intervensi yang merugikan.
Pendekatan teoretis dalam memahami fenomena ini dapat ditinjau dari dua perspektif: teori peran normatif dan faktual dalam sosiologi organisasi. Peran normatif menunjukkan ekspektasi publik bahwa LSM harus bertindak independen, obyektif, dan berdasarkan prosedur. Sementara peran faktual menyoroti realitas di lapangan LSM seringkali bertindak di luar kerangka hukum, menyebarkan data tidak valid, dan mendorong perubahan keputusan klinis tanpa dasar ilmiah.
Untuk menganalisis interaksi ini lebih dalam, teori governance dalam tata kelola rumah sakit memberikan kerangka penting. Elemen tata kelola yang akuntabel, seperti governance inklusif, komitmen terhadap akuntabilitas, dan audit internal berkala, yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas, keselamatan dan akuntabilitas rumah sakit.[footnoteRef:4] Penelitian di Belanda juga menunjukkan bahwa keikutsertaan spesialis medis dalam tim audit dan keberadaan budaya pembelajaran pasca audit adalah faktor signifikan yang mendukung efektivitas audit untuk tata kelola keselamatan pasien. Pendekatan berbasis governance ini memperkuat ketahanan sistem pelayanan terhadap intervensi eksternal yang tidak sah, karena audit dan keterlibatan klinis menjadi mekanisme intern yang sistematis, berbasis bukti, dan transparan.
Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap dokter telah berkembang melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menyediakan dasar untuk hak atas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan, termasuk perlindungan dari ancaman eksternal. Namun, belum ada regulasi khusus yang mengatur tindakan pengawasan oleh LSM. Studi internasional menunjukkan bahwa meski LSM memainkan peran penting dalam tata kelola kesehatan, kurangnya mekanisme akuntabilitas dapat menyebabkan mereka melampaui kewenangan, dengan risiko menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi profesional medis. Kajian global mereka menyoroti pentingnya strategi seperti capacity building, pengembangan kebijakan, dan kolaborasi terstruktur untuk menjamin bahwa LSM bertindak dalam koridor yang profesional dan sahih, serta tidak merugikan pihak lain.[footnoteRef:5]
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi integrasi teori governance dan pendekatan yuridis untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan tata cara perlindungan dokter di Baturaja. Fokusnya mencakup identifikasi celah hukum, penilaian implementasi mekanisme hukum yang ada, serta desain model pengawasan terpadu agar peran LSM tidak mengganggu independensi medis.
Model analisis mencakup:
1. Kajian yuridis terhadap UU No. 17/2023 dan peraturan turunannya yang relevan dengan hak dokter.
2. Studi empiris melalui wawancara dan observasi di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan oleh LSM.
3. Comparative governance framework dari literatur internasional untuk menilai potensi sistem audit, pelaporan mutu, dan mediasi sebagai instrumen proteksi.
Dengan perspektif multidisipliner ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi juridis dan model tata kelola rumah sakit yang mampu melindungi dokter secara efektif tanpa menghambat fungsi pengawasan LSM dalam koridor hukum dan etika.
Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menjaga Keseimbangan Antara Pengawasan Pelayanan Kesehatan dan Menjaga Independensi Serta Etika Profesi Dokter
Penelitian ini menggali upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan oleh LSM terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap independensi serta etika profesi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LSM memiliki tujuan mulia dalam mengawasi pelayanan kesehatan, terdapat tantangan serius terkait pelaksanaan pengawasan yang tidak selalu sesuai dengan mekanisme prosedural yang berlaku. Hal ini menyebabkan munculnya konflik, tekanan psikis, hingga potensi kriminalisasi tenaga medis yang menjalankan tugasnya sesuai standar profesi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan yang adil, transparan, dan tidak mematikan independensi medis.
Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan menjadi langkah krusial. Pemerintah harus merevisi atau menyusun regulasi yang secara eksplisit mengatur batas kewenangan LSM dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan rumah sakit. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi pengawasan LSM dan kewenangan institusi resmi seperti Komite Medik, Komite Etik, dan Dinas Kesehatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Biddle dalam Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors, konflik antara peran normatif dan faktual dapat menimbulkan ketidakseimbangan relasi sosial dan disfungsi institusional jika tidak dikelola secara bijak melalui batasan peran yang tegas.[footnoteRef:6] Dalam hal ini, LSM yang seharusnya menjalankan peran pengawasan normatif, pada kenyataannya sering kali bertindak di luar batas kewenangan yang sah.
Kedua, peningkatan kolaborasi antara LSM, rumah sakit, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antar institusi. Model collaborative governance menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memerlukan kepercayaan, komitmen bersama, dan komunikasi terbuka untuk membangun kebijakan yang inklusif dan responsif.[footnoteRef:7] Dengan melibatkan LSM secara resmi dalam forum komunikasi pelayanan publik rumah sakit, pemerintah dapat menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan medis profesional tanpa memicu konflik.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum bagi dokter. Pengawasan LSM yang agresif, tanpa memahami kaidah medis dan prosedur pelayanan kesehatan, berpotensi menyebabkan tekanan psikologis dan pencemaran reputasi terhadap dokter. Studi menunjukkan bahwa tenaga medis kerap menghadapi risiko kekerasan, pelecehan, dan intimidasi, baik dari pasien maupun pihak lain, yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas medis.[footnoteRef:8] Di tengah situasi ini, Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seharusnya dimaksimalkan sebagai payung hukum yang menjamin ruang aman dan integritas profesional dokter, agar keputusan klinis tetap diambil secara otonom, objektif, dan bebas dari tekanan eksternal.
Lebih jauh lagi, penyusunan mekanisme pengaduan yang terstandarisasi dan berbasis bukti menjadi salah satu solusi untuk mencegah tindakan LSM yang gegabah dalam menyebarkan informasi atau membuat tuntutan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan peran LSM dalam ranah advokasi, bukan sebagai eksekutor penegakan hukum. Pemerintah perlu menegaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran medis harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Komite Etik RS, bukan melalui media atau aksi massa. Pendekatan ini penting untuk menegakkan prinsip due process of law dalam sistem hukum Indonesia.
Dengan demikian, keseimbangan antara peran pengawasan LSM dan perlindungan profesi medis hanya dapat dicapai melalui regulasi yang ketat, kolaborasi yang terbuka, serta perlindungan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan dan proporsionalitas. Pemerintah harus menjadi pihak yang aktif dalam mengatur dan menjembatani peran-peran tersebut agar tidak terjadi ketimpangan kuasa yang justru merugikan kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.

KESIMPULAN 
Perlindungan Hukum terhadap Dokter dari Tindakan Penyimpangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, khususnya di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, telah dilaksanakan melalui upaya preventif yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pasien. Namun dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peran normatif LSM sebagai pengawas pelayanan publik dan peran faktual di lapangan. Penyimpangan yang sering terjadi antara lain berupa tindakan pengawasan tanpa izin, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta tekanan terhadap tenaga medis, yang tidak jarang menimbulkan kerugian psikologis dan profesional bagi dokter.
Untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan LSM dan perlindungan terhadap independensi serta etika profesi medis, pemerintah perlu mengambil langkah strategis. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penguatan regulasi dan kebijakan, peningkatan kolaborasi antara LSM, rumah sakit, dan pemerintah, serta penyediaan pendampingan hukum bagi dokter. Penguatan regulasi bertujuan untuk memperjelas batas kewenangan LSM agar tidak menimbulkan intervensi yang melampaui prosedur. Sementara itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan.
Selain itu, pendampingan hukum bagi dokter menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan dari pihak luar yang tidak berwenang. Upaya ini juga mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan tenaga medis dari tindakan atau laporan yang tidak berdasar.
Dengan menciptakan keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan perlindungan terhadap integritas profesi medis, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dapat meningkat. Hal ini pada akhirnya akan membentuk sistem kesehatan yang lebih transparan, adil, dan profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan para tenaga medis yang berpraktik di dalamnya.
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